PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN
2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa sehubungan dengan perkembapgng tidak sesuai dengan asumsi

1.

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan gerge antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis bel&emdaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digonakak pembiayaan dalam
tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan perub&RBD tahun anggaran
2007 ;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimakdadchpeuf a konsideran
ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan BelanjaaDaeahun Anggaran

2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 18&@ang Pembentukan Daerah Kota Kecil

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengatva Barat (Berita
Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBlan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No6f® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) gabeana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembblegara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragansde Republik
Indonesia Nomor 3569) ;



3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@7 18lomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia None85)3sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tah00 20embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, TambahamHbaran Negara
Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea é¢temolHak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonedianmd997 Nomor 44 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®8)3

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthbembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuahNggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Brab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerberatahaNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofo Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istloid@ahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdB89) ;

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemank®a&ngelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara Program Pembanguasiondl (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

10.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistenrmenPa&naan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republikngsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafddomor 4421) ;

11.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemkantBaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, bEdran Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah demgdang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemeriatggdhti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndadgagnNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangrgnfLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahamHlaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;



12.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindvakguangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembiegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Pemerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Noti®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangd{g&an Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negapablik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Riepationesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, hieralengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahdigakétas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukatoller dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daéta&mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47) ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgedRdaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Inglan&@ahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4502) ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentarand&t Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Mak@05 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nos@3 )4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentantguBa Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik IndoneBahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ib3)4;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangarRan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Not&®86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DRerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No&8Y, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentastgr®ilnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&its )4,

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentabghHjLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577) ;



23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0®5 2Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBit8)4;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfen Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Begapublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara bRkeplndonesia
Nomor 4585) ;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgrPen Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®ein Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Ridpirimonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes Nomor 4614) ;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&@Gang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2@&&ang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daahaim Rnggaran 2007;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2@@7ang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan d@enagjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional PimpieamiPerwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kkasumntensif dan Dana
Operasional ;

30.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahurb 2@@tang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DeRarwakilan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 No&)aebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturamalDaéota Probolinggo Nomor
8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo m&@07 Nomor 8) ;

31.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahud6 2@ntang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daeraha Kertobolinggo Tahun
2006 Nomor 13) ;

32.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tah@® 28ntang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kobalihggo Tahun 2006
Nomor 22) ;

33.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun72@dtang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2@@7baran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 1) ;



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO THNNG PERUBAHAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Amg@®07 semula berjumlah
Rp. 360.977.764.678,00 bertambah sejumlah Rp. 8.20312,00 sehingga menjadi
Rp. 369.402.884.990,00 dengan rincian sebagaiulderik

(1) Pendapatan
a. Semula Rp. 360.977.764.678,00
b. Bertambah Rp. 8.425.120.312,00
Jumlah Pendapatan setelah PerubaharRp. 369.402.884.990,00

(2) Belanja
a. Semula Rp. 374.594.101.986,85
b. Bertambah Rp. 22.046.799.165,26
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 396.640.901.152,11
(Defisit) setelah Perubahan Rp. (27.238.016.162,11)

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 13.900.000.000,00
2) Bertambah Rp. 13.538.016.162,11
Jumlah Penerimaan setelah PerubaRan27.438.016.162,11

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp. 0,00



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlResditi dari :
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 27.641.452.150,00
2) Bertambah Rp. 473.430.750,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubaha28R{»4.882.900,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 280.766.800.158,00
2) Bertambah Rp. 2.987.886.116,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp528336.274,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 52.569.512.370,00

2) Bertambah Rp. 4.963.803.446,00

Jumlah lainkain pendapatan daerah yang sah
setelah Perubahan Rp. 57.533.315.816,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud padélayuruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak daerah
1) Semula Rp. 5.250.880.000,00

2) Bertambah Rp. 4.070.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahpn 5R54.950.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 18.885.542.150,00
2) Bertambah Rp. 245.860.750,00
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp31.902.900,00

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 2.905.030.000,00
2) Bertambah Rp. 223.500.000,00
Jumlah lainkain pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 3.128.530.000,00



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayair(if)b terdiri dari jenis
pendapatan dana bagi hasil
1) Semula Rp. 28.547.800.158,00
2) Bertambah Rp. 2.987.886.116,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan R353686.274,00

(4) Lain — lain pendapatan daerah yang sah sebagairdimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan Dana BagiiHejak :
1) Semula Rp. 15.569.512.370,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.663.803.446,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp33.8125.816,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pésalid dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 129.761.619.512,80

2) (Berkurang) Rp. (1.183.662.190,74)
Jumlah belanja tidak langsung setelah PerubahanlZ8577.957.322,06

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 244.832.482.474,05
2) Bertambah Rp. 22.231.039.006,00
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp.6%321.480,05

(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud paata(Byhuruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 112.702.761.660,80
2) (Berkurang) Rp. (4.227.176.405,74)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.21088b.255,06

b. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 16.555.857.852,00

2) Bertambah Rp. 2.793.514.215,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahai®§49.372.067,00

c. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 503.000.000,00

2) Bertambah Rp. 250.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan/$3000.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayhtfd) b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 43.847.017.799,00
2) (Berkurang) Rp. (198.545.600,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan R§48.3.72.199,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 91.735.788.911,05
2) Bertambah Rp. 13.438.904.691,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubah2@®R74.693.602,05

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 109.249.675.764,00

2) Bertambah Rp. 9.990.102.265,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.11928929,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalamlPasdiri dari :

Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 13.900.000.000,00
2) Bertambah Rp. 13.538.016.162,11
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 27.43862161

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lautefdiri dari jenis

pembiayaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 13.900.000.000,00
2) Bertambah Rp. 13.538.016.162,11
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah
perubahan Rp. 27.438.016.162,11
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan ®&elanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dafapiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeraterdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut sbinu Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;



3. Lampiran I Rincian Perubahan APBD menurut ldrus Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerslenurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dgiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerdlok Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan FurgjamD

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Befongan dan Per
Jabatan;
7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah Daeyahg telah ditetapkan

dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar Kegiatan-kegiatan tahun gan sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalahunta
anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Oblidgaaerah.

Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahgal@@an anggaran pendapatan

dan belanja daerah sebagai landasan operasioakkpehan.

Pasal 7
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyrmelagngan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2007
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMORQ

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk |
NIP. 510 087 583




